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A. Latar Belakang

Kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari. Hal
Ini terlihat dari banyaknya aparat yang menangkap para pelaku kejahatan.
Untuk menampung pelaku kejahatan agar tidak meresahkan masyarakat
dan mencegah mereka melakukan kesalahan lagi, pemerintah membentuk
lembaga bernama lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga Pemasyarakatan (LP/LAPAS) merupakan tempat
pembinaan dan rehabilitasi bagi para narapidana. Di Indonesia, istilah
lapas dulu disebut "penjara”. Lapas tersebut merupakan unit pelaksana
teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia. Personil di lembaga pemasyarakatan biasanya disebut
narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP), mereka masih
narapidana, artinya orang tersebut masih dalam proses peradilan dan
belum dipidana oleh hakim.

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 3,
yang dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa ‘“Lembaga
Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat LAPAS adalah tempat
pengembangan narapidana dan lembaga pemasyarakatan.” Tentunya
dalam proses

keberadaan Lapas sudah dapat dipastikan adanya aturan-aturan
tertentu untuk pelaksanaan tata cara penyuluhan bagi para narapidana dan
warga binaan pemasyarakatan tersebut. Inilah yang disebut sistem
disipliner. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 2 yaitu
“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas
serta cara pembinaan warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga



dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang
baik dan bertanggung jawab".> Selain itu juga untuk menyiapkan warga
binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga
dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan
bertanggung jawab.’

Satuan pendidikan yang berada di Indonesia dan telah diatur dalam
undang-undang salah satu diantaranya adalah pendidikan non formal.
Pendidikan ini merupakan jalur pendidikan di luar jalur formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur.® Dalam hal ini pelaksanaan pembinaan
rohani muslim di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk
kelompok layanan pendidikan non formal.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa
pendidikan dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan
informal. Pendidikan agama Islam di Lapas yang berupa sebagai
pembinaan narapidana merupakan pendidikan luar sekolah atau
pendidikan nonformal yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta
mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.

Sistem pembinaan di dalam Lapas dilaksanakan berdasarkan asas
pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan,
pembimbingan.® Sedangkan yang dimaksud dengan pembimbingan di
Lapas meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: ketagwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap
dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi
sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja dan

produksi.’
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Oleh karena itu, narapidana muslim perlu memiliki pendidikan
agama Islam yang berperan strategis dalam pembinaan narapidana. Karena
tujuan pendidikan Islam adalah untuk memperkuat keimanan, pemahaman,
penghayatan dan pengamalan agama Islam bagi para peserta didik,
sehingga mereka menjadi Muslim yang beriman dan bertakwa kepada
Allah serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, sosial, berbangsa,
dan bernegara.’

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa “pendidikan agama Islam
bertujuan untuk melatih dan membina siswa agar senantiasa dapat
memahami ajaran Islam secara utuh, dan kemudian mencapai cita-

citanya, sehingga mereka dapat mengamalkan Islam dan

menjadikan Islam sebagai pedoman dan gaya hidup mereka™.’

Pengertian di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Pendidikan
Agama Islam adalah usaha sadar dalam rangka penanaman nilai-nilai
keagamaan serta mengembangkan potensi rasa keagamaan yang terdapat
pada diri seseorang. Pendidikan Agama Islam dalam kehidupan sangat
penting guna memberikan bimbingan dan pengarahan menuju kedewasaan
yang selaras dengan ajaran Islam. Yang menjadi bahan tumpuan hidup
dalam beragama, baik dalam lingkungan masyarakat ataupun dalam
keluaraga.

Pendidikan agama Islam tidak hanya menekankan pada
penyebarluasan ilmu (ta’lim), tetapi juga menitikberatkan pada pelatihan
praktek perilaku sehari-hari (tarbiyah), sehingga sangat relevan dengan
tujuan pembinaan narapidana di lapas. Dalam hal ini pendidikan agama
Islam memegang peranan penting dalam proses pembangunan, karena
salah satu pemahamannya adalah kembali ke jalan agama. Melalui
bimbingan keagamaan harapannya dapat mengembangkan kepribadian
narapidana sehingga terwujudnya misi lapas yaitu membentuk warga
binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

22

®Ramayulis. 2005. Metodologi Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Kalam Mulia, cet. 4, h.

"Dzakiah Daradjat. 2012. llmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, h. 87.



Sistem pemasyarakatan memiliki aliran berfikir manusiawi yang
menganggap bahwa sistem penjara terlalu menekankan aspek balas
dendam dan penjeraan yang justru menyuburkan siklus naluri balas
dendam dari narapidana. Karena itu, sistem pencideraan kesuciaan
manusia ini dianggap tidak sesuai dengan filsafat negara Pancasila,
sehingga perlu diganti dengan sistem pemasyarakatan yang diupayakan
lebih menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap
narapidana sehingga mampu berinteraksi kembali di dalam masyarakat.

Ironisnya ada anggapan masyarakat bahwa seorang mantan napi
yang keluar dari lapas masih merupakan orang jahat sehingga sulit
diterima kembali dalam masyarakat, dan juga mantan napi susah
mendapatkan pekerjaan dan banyak pula mantan napi yang kembali
melakukan kejahatan yang sama dan masuk lagi ke dalam lapas untuk
kesekian kali.

Maka dari itu pendidikan agamalah salah satu alternative cara yang
dianggap bisa untuk mengatasi dan mendidik para narapidana supaya
mendapatkan bekal dan pedoman setelah keluar dari lapas, supaya citra
mantan napi tidak lagi negatif di mata masyarakat. Pendidikan agama
Islam di lembaga pemasyarakatan untuk membina narapidana tidak selalu
berjalan mulus dan mendapat rintangan masalah klasik di lapas seperti :

1) Tingat kepatuhan yang rendah dari warga binaan pemasyarakatan
dalam mentaati tata tertib

2) Rendahnya partisipasi warga binaan pemasyarakatan terhadap
kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Lapas

3) Lunturnya sikap menghormati terhadap petugas

4) Kurangnya rasa tanggung jawab warga binaan pemasyarakatan
terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar

5) Tidak adanya motivasi tinggi untuk berprestasi.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai
pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan pada

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Medan dan kemudian



penulis merumuskannya dalam sebuah judul “Pelaksanaan Pendidikan
Agama Islam Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas 1A Medan”

. Rumusan Masalah
Adapun secara spesifik rumusan masalah yang akan di teliti dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Saja Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas 1A Medan?

2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendidikan
Agama Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas I1A Medan?

3. Bagaimana Dampak Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Terhadap
Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas
1A Medan?

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat, maka tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 1A Medan.

2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan
Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas 1A Medan

3. Untuk Mengetahui Dampak Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam
Terhadap Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas I1A Medan.

. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian dalam penulisan ini adalah agar dapat

digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi



penulis maupun pembaca mengenai pelaksanaan pendidikan agama Islam
di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 1A Medan.
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
berguna bagi beberapa aspek, diantaranya:
1. Bagi Peneliti
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah
pengetahuan yang lebih luas dan untuk menerapkan ilmu yang didapat
di bangku perkuliahan ke dalam kehidupan masyarakat serta
pengalaman terutama penelitian mengenai pelaksanaan pendidikan
agama Islam di lembaga pemasyarakatan.
2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 1A Medan
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
masukan untuk lebih meningkatkan ilmu dan keterampilan terhadap
pelaksanaan pendidikan agama Islam di lapas dan menjadi bahan
acuan dalam meningkatkan motivasi belajar narapidana terlebih dalam
agama Islam.
3. Bagi Narapidana
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan acuan
dalam menjalani pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lapas.
4. Bagi Akademisi
Untuk dapat dipergunakan sebagai informasi bagi peneliti
selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan agama

Islam di Lembaga Pemasyarakatan.



